BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menurut hukum
positif ini disepakati hal berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Dengan ini perjanjian baku klausula
eksonerasi pada jasa pengiriman barang sesuai di dalam peraturan
perundang-undangan sudah diatur beberapa kewajiban yang harus ditaati
oleh perusahaan pengiriman barang, dimana pengangkut atau perusahaan
harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen bahkan
Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas pengiriman barang,
karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan
angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang
disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari
atau kesalahan pengirim.

2. Pelaksanaan klausula eksonerasi pada jasa pengiriman barang di PO
Lansung Indah Mataram tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang yang berlaku. Dimana pihak PO Langsung Indah tetap akan
memberikan ganti rugi kepada konsumen namun besarnya ganti rugi
tersebut dibatasi maksimal 10 kali lipat biaya pengiriman, bukan

berdasarkan kerugian yang senyatanya. Namun apabila kerugian tersebut
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disebabkan oleh kelalaian dari konsumen sendiri maka pihak PO
Langsung Indah Mataram tidak bertanggung jawab.
B. Saran
Berdasarkan uraian di atas maka adapun saran atau rekomendasi dalam
tulisan ini sebagai berikut:

1. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang
pelaksanaan ketentuan pencantuman klausula eksenorasi pada kegiatan
perusahaan, mengingat selama ini masih banyak perusahaan yang
menerapkan ketentuan klausula eksenorasi tersebut bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diharapkan kepada perusahaan jasa ekspedisi khususnya PO. Langsung
Indah Mataram apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat
kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan harus
memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang senyatanya, bukan
hanya pembatasan tanggung jawab ganti kerugian barang, hamun pengirim
berhak mengajukan klaim apabila barang rusak maka penggantian akan

disesuaikan dengan kehilangan yang terjadi.
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- Kiriman-kiriman yang pembungkusan / pengepaka

Jjawab kami (tidak bisa dituntut kerugian)

- Semua penyerahan paket yang telah diterima, bllamana dalam 24 jam lidak ada pengaduan, maka bukan menjadi langgung jawab kami, NOMOR KIR'"AN
- Barang-barang titipan yang tidak diasuransikan apabila terjadi kehilangan hanya diganti paling banyak 10 kali biaya yang dibayar;
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